











b

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

capaian nilai indeks SPBE tahun 2020 untuk Instansi Pusat adalah sebesar
2,90, sedangkan rata-rata capaian nilai indeks SPBE untuk Pemerintah
Daerah hanya sebesar 2,14. Selain itu, hasil evaluasi SPBE tahun 2020 juga
menunjukkan bahwa masih terdapat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
(59,04%) yang capaian tingkat kematangan penerapan SPBE-nya masih di
bawah 2,60 atau masih berpredikat di bawah “Baik”. Secara nasional
capaian nilai indeks SPBE tahun 2020 adalah sebesar 2,26 yang
menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE secara nasional masih
berada di level 2 dengan predikat “Cukup” pada skala 5 (level 1: kurang, level
2: cukup, level 3: baik, level 4: sangat baik, dan level 5: memuaskan), dimana
penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan
secara sendiri-sendiri (silo).

Tabel 1. Rata-Rata Capaian Nilai Indeks SPBE

Cfa:iaa—r}?ell\}gai Jumlah Predikat
. (Ii’ 1o sppp | Hasil Evaluasi SPBE 2020
Deskripsi naexs

2019 |2020 | Baik’ke | di bawah

atas Baik

Penerapan SPBE Nasional 2,18 | 2,26 247 356
(40,96%) (59,04%)

Penerapan SPBE Instansi| 2,74 | 2,90 69 22
Pusat (75,82%) (24,18%)

Penerapan SPBE Pemerintah| 2,07 | 2,14 178 334
Daerah (34,77%) (65,23%)

Melihat data yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan
SPBE secara nasional masih belum memuaskan, kiranya penerapan SPBE
di seluruh aspek pengaturan perlu ditingkatkan, terutama pada aspek
kolaborasi dan integrasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peningkatan kolaborasi dan integrasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah ini, memerlukan Arsitektur SPBE, yang merupakan penerapan
Enterprise Architecture dengan kekhasan Indonesia (id.EA). Arsitektur SPBE
adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data
dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Arsitektur SPBE terdiri atas:

1. Arsitektur . . .
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1. Arsitektur SPBE Nasional;
2. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur
baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap
domain arsitektur;

2. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan
informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur
aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain
arsitektur layanan SPBE.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Nasional adalah:

1. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data
dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE
untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu
secara nasional; dan

2. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi
SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
layanan pemerintah yang terintegrasi.

BABII. ..
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BAB 11
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE Nasional
memerhatikan keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Indonesia, serta
arah kebijakan dan strategi SPBE.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Dalam menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE
Nasional, maka perlu dipetakan kegiatan dan program dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang berkaitan
dengan transformasi digital dan yang memerlukan dukungan SPBE dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk itu, perlu kiranya
memahami secara lebih detail mengenai visi dan misi Presiden, arahan
Presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hal ini sangat penting
untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan
dalam Arsitektur SPBE Nasional sesuai dengan arah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
tertuang visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan misi
Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024 meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa,;

o g koW

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga;

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan

9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Visi. ..
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Visi dan misi Presiden ini kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) arahan
Presiden yang menjadi prioritas agenda pembangunan yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia-Pembentukan sumber daya
manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global,

2. Pembangunan Infrastruktur-Kelanjutan pembangunan infrastruktur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi-Penyederhanaan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law; '

4. Penyederhanaan Birokrasi-Prioritasi investasi dalam penciptaan
lapangan kerja, pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
penyederhanaan eselonisasi; dan

S. Transformasi Ekonomi-Transformasi ekonomi dari ketergantungan
sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang
mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

S5 (lima) arahan Presiden ini kemudian dijabarkan lagi secara detail ke dalam
7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,;

Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,;

Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

NSO s LD

Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi
Pelayanan Publik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah
diidentifikasi berbagai macam proyek prioritas strategis (major projects)
untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut
dan ditetapkan 6 (enam) bentuk pendekatan inovatif sebagai
pengarusutamaan (mainstreaming) yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dimana salah satu
agenda pengarusutamaan adalah transformasi digital. Pengarusutamaan
dalam agenda pembangunan nasional merupakan bentuk pendekatan
inovatif dan adaptif yang dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju

masyarakat . . .
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Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi
sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai
urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (New Ways of Working/NWoW)
perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di
era digital saat ini yang sangat mendukung dalam penerapan pola kerja
berbasis digital secara penuh pada layanan administrasi pemerintah di Ibu
Kota Nusantara. Penerapan layanan digital nasional untuk layanan
administrasi pemerintahan pada Ibu Kota Negara merupakan bagian dari
mewujudkan Smart City pada aspek terwujudnya Smart Government,
disamping 5 aspek lainnya yakni: Smart Mobility, Smart People, Smart Living,
Smart Environment, dan Smart Economy.

Untuk itu Arsitektur SPBE Nasional menjadi alat (tools) yang penting untuk
menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya
meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi
pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, baik
layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah
peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, yang menyampaikan bahwa urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang;

perumahan rakyat;

a kLN

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

6. sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai
dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan
adanya percepatan pelaksanaan transformasi digital dalam upaya
peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya,
dimana sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital bahwa
transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah
secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi
yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online.
Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan
direncanakan secara matang. Beberapa arah kebijakan transformasi digital
adalah:

1. perluasan . . .
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2. Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan
melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna,
terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan
pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik
dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan
penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna
dan tepat sasaran.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan layanan SPBE adalah sebagai
berikut:

a. survei pengguna SPBE;
b. portal pelayanan publik yang terintegrasi;
c. portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan
d. penyelenggaraan manajemen layanan.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk
pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan
pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur
SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat
dicapai melalui pemanfaatan pusat data nasional dan jaringan pita lebar
yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan
manajemen data dan teknologi analitik data.

Adapun inisiatif strategis dari teknologi informasi dan komunikasi
adalah sebagai berikut:

a. penyediaan pusat data nasional;

b. penyediaan jaringan intra pemerintah;

c. penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah;

d. penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh
wilayah Indonesia;

e. pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai;

f. pembangunan infrastruktur SPBE portal data nasional,;

g. pembangunan sistem keamanan informasi nasional; dan

h. pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan

keputusan yang cepat dan akurat.

4. Sumber. ..
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4. Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan
pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE.
Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui
peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE,
pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan
fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE
adalah sebagai berikut:

a. promosi literasi SPBE;

b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE;
dan

c. pembangunan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan
non pemerintah.

E. Kebijakan Pembangunan SPBE Nasional 2020-2024

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Indonesia,
dan arah kebijakan dan strategi SPBE, maka perlu dirumuskan kebijakan
pembangunan SPBE nasional. Kebijakan pembangunan SPBE nasional
yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE Nasional diharapkan
dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan
pembangunan SPBE nasional. Pembangunan SPBE nasional melalui
penerapan Arsitektur SPBE Nasional hingga periode 2024, diarahkan
untuk mendukung kebijakan nasional di bidang ekonomi dan industri,
pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial, hukum dan keamanan,
pendidikan, pemerintahan umum, dan Satu Data Indonesia.

a. Ekonomi dan Industri

Kebijakan pembangunan SPBE diarahkan wuntuk mendukung
pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembangunan di sektor
industri, perdagangan, dan investasi. Salah satu strategi
pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain
melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik. Melalui
pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik, diharapkan
mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga
mampu menarik investasi baik dalam maupun luar negeri, serta
mendorong daya saing ekonomi Indonesia.

b. Pembangunan . . .
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b. Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional diarahkan untuk mendukung
pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan pekerjaan
umum dan perumahan rakyat. Salah satu strategi pembangunan
SPBE dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan ini dilakukan
antara lain melalui pengintegrasian pembangunan berbagai pekerjaan
umum dan perumahan rakyat, sehingga memastikan pembangunan
yang dilakukan dapat bersifat integratif dan komprehensif untuk
memastikan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan yang komprehensif di
bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu dipantau
melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan pelaksanaan
pembangunan bidang pekerjaan umum dan penyediaan perumahan
rakyat terlaksana secara optimal.

c. Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur
SPBE Nasional adalah dalam rangka mendukung pembangunan di
bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE di
bidang kesehatan ini antara lain dengan peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan
kesehatan, termasuk didalamnya meliputi perluasan sistem rujukan
online termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam
sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan
telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;
pembangunan sistem personal health care; integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk
penerapan sistem single entry, penguatan data rutin, inovasi serta
penerapan Big Data.

d. Sosial

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur
SPBE Nasional diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial dalam rangka menurunkan kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi pembangunan SPBE
dalam bidang kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui
pengintegrasian layanan bantuan sosial berbasis elektronik serta
pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu. Pengintegrasian
layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial
yang tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam
penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial yang diberikan
dapat tepat sasaran.

e. Hukum . . .
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e. Hukum dan Keamanan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur
SPBE Nasional diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang
hukum dan keamanan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam
bidang hukum dan keamanan ini dilakukan antara lain melalui
pengintegrasian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut
tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap
warga negara. Inisiatif strategis pembangunan SPBE di bidang hukum
dan keamanan antara lain dilakukan pada penyelenggaraan sistem
penerbitan Surat Izin Mengemudi dan penyelenggaraan penanganan
perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

f. Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur
SPBE Nasional juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di
bidang pendidikan. Strategi pembangunan SPBE dalam bidang
pendidikan ini dilakukan antara lain melalui platform layanan
pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan konten digital
pendidikan. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan layanan
tersebut diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah pada
masyarakat, namun juga dapat menghasilkan data dan informasi yang
dapat digunakan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas
penyusunan kebijakan, dalam hal ini khususnya peningkatan
kebijakan pendidikan.

g. Pemerintahan Umum

Salah satu kebijakan pembangunan SPBE nasional lainnya adalah
pada sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini
mencakup urusan pemerintahan dalam negeri, keuangan negara,
informasi, komunikasi, perencanaan pembangunan nasional, aparatur
negara, dan kesekretariatan negara. Salah satu strategi dalam
mewujudkan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan
antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi
pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform
Aparatur Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan
Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi
pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan dalam portal ini
mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan negara, pengadaan
barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik
negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai
dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Agar portal
pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai

Aparatur . . .
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Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang
terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal surat
elektronik (email), kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan
kanal yang mendukung penerapan Teknologi 4.0.

h. Satu Data Indonesia

Kebijakan pembangunan SPBE lainnya adalah pelaksanaan kebijakan
Satu Data Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Strategi
dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan melakukan
peningkatan kualitas data dalam kerangka Satu Data Indonesia
melalui perbaikan tata kelola data dan pembangunan portal Satu Data
Indonesia. Dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ini,
maka terdapat 4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilaksanakan,
antara lain tata kelola satu data statistik, tata kelola satu data
geospasial, tata kelola satu data keuangan, dan pembangunan portal
Satu Data Indonesia sebagai layanan data terbuka.

BABIII. ..
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Hal ini bertujuan agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendorong pencapaian
tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan
meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif,
efisien, dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja
teknologi informasi dan komunikasi yang diakibatkan karena adanya
duplikasi pembelanjaan, serta membantu memberikan analisis yang obyektif
dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda
pembangunan. Kerangka kerja arsitektur proses bisnis terdiri atas referensi
arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur proses bisnis.

C.1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban

oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi

proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi
arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses
bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat
1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor
pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia
sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke
dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang
menjadi struktur di tingkat nasional;

c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan
pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang
selanjutnya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki
dengan merelasikan ke tingkat nasional;

d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi
pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai
dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang
dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai
bagian dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3 (ketiga) dan
tingkat 4 (keempat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan
dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi
keterkaitan struktur arsitektur proses bisnis pada kerangka kerja
Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 8. Selanjutnya proses
klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional,
akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui
Referensi Arsitektur Proses Bisnis dan menjadi acuan pada
pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Struktur . . .
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D. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan
untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan
akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang
dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini,
pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan
sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan
baik.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data
yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah
diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain
arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja
yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya
berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis
data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak
lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi
arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

D.1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan informasi

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari
berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya
diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan
struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4
(empat) tingkat, yaitu:

a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang
dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum
sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang
diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang
diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data
tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum
sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

c.data ...
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Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan
identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya
agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik
menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat
tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui
pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat user-
centric menuju penerapan Society 5.0. Kerangka kerja dari arsitektur layanan
SPBE terdiri atas referensi arsitektur layanan SPBE dan domain arsitektur
layanan SPBE.

E.1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah

kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan

SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE

yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke
dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama),
yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai
dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan
sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat
nasional;

c. kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang
merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area
layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

d. sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori
layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan
kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi
secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan di tingkat
3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat) yang akan dijelaskan dalam pedoman
penyusunan Arsitektur SPBE. [lustrasi keterkaitan struktur arsitektur
layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE dapat terlihat pada Gambar
12. Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada domain
arsitektur di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur
SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur layanan dan menjadi acuan
pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Struktur. ..
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1. pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden
mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi
layanan);

2. tuyjuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang,
peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi
lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan
referensi arsitektur layanan); dan

3. standardisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, delivery/proses).

Kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur
aplikasi SPBE dan domain arsitektur aplikasi SPBE.

F.1.

SK No 158143 A

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah
kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi
SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE
berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke
dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1
(pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai
dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi
struktur di tingkat nasional;

c. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai
dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat
nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

d. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori
aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan
kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi
secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat
3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat), akan dijelaskan dalam pedoman
penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur
aplikasi SPBE dapat terlihat pada Gambar 14. Selanjutnya proses
klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional,
akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui
referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan
Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Struktur. ..
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Kode Ref.erens1 Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
. Arsitektur
Ekonomi dan Industri (02)
02.01 |Industri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pengelolaan industri.
02.02 | Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perdagangan.
02.03 | Pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pertanian.
02.04 | Perkebunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perkebunan.
02.05 | Peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang peternakan.
02.06 | Perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perikanan.
02.07 | Badan Usaha Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
Milik Negara bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08 | Investasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pembinaan penanaman modal.
02.09 | Koperasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pembinaan koperasi.
02.10 | Usaha Kecil dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
Menengah bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11 | Pariwisata Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)
03.01 | Pekerjaan Umum | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pekerjaan umum.
03.02 | Transmigrasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang transmigrasi.
03.03 | Transportasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang transportasi.
03.04 | Perumahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perumahan.
03.05 | Pembangunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
Kawasan atau bidang pembangunan kawasan atau daerah
Daerah Tertinggal | tertinggal.
03.06 | Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pertanahan.
03.07 | Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)
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Kode Ref.eren31 Deskripsi Referensi Arsitektur Proses Bisnis
Arsitektur

04.01 | Kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan.

04.02 | Sosial Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang sosial.

04.03 | Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

Perempuan bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)

05.01 | Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang hukum.

05.02 | Keamanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang keamanan.

05.03 | Hak Asasi Manusia| Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang hak asasi manusia.

Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

06.01 | Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pendidikan.

06.02 | Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang ketenagakerjaan.

06.03 |Ilmu Pengetahuan| Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

dan Teknologi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

06.04 | Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pemberdayaan dan pengembangan
pemuda.

06.05 | Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang keolahragaan.

Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.01 | Pertambangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pertambangan.

07.02 | Energi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang energi.

07.03 | Kehutanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kehutanan.

07.04 | Kelautan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kelautan.

07.05 | Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang lingkungan hidup.

Budaya dan Agama (08)

08.01 |Agama Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang agama.

08.02 | Kebudayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kebudayaan.
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